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BAB III 

TINJAUAN UMUM AGAMA DAN NEGARA 

SERTA MUSTAFA KEMAL DAN SEKULARISME 

 
A. Hubungan Agama dan Negara 

Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan 

sejak lama. Bahkan, masalah ini dianggap pemicu 

pertama kalinya konflik intelektual dalam kaitannya 

beragama dan bernegara. Dalam perkembangan peradaban 

manusia, agama senantiasa memiliki hubungan negara. 

Hubungan agama dan negara mengalami pasang surut. 

Ada suatu masa dimana agama dekat dengan negara atau 

bahkan menjadi negara agama atau sebaliknya pada masa-

masa agama mengalami ketegangan dengan negara, dalam 

perjalanannya hubungan antara agama dengan negara, 

tentu tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya atau 

politik yang melatarbelakanginya. 

Puncak hubungan negara dengan agama terjadi 

konsepsi Kedaulatan Tuhan (theocracy) dalam 
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pelaksanaanya diwujudkan dalam diri raja. Kedaulatan 

Tuhan dan Kedaulatan Raja berhimpit satu sama lain 

sehingga raja adalah absolut yang mengungkung 

peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi 

tersebut melahirkan gerakan sekularisme yang berusaha 

memisahkan institusi agama, antara negara dengan 

gereja.
1
 

Konsep hubungan agama dan negara terbagi 

menjadi 3 yaitu: 

1. Integralistik, yaitu menganggap banhwa Negara dan 

agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

2. Simbiotik, yaitu hubungan negara dan agama yang 

saling membutuhkan  dana bersifat timbal balik. 

3. Sekularistik, yaitu negara dan agama merupakan dua 

bentuk yang berbeda sehingga harus dipisahkan.
2
 

                                                             
1
Budiyono, Hubungan Negara dan Agama dalam Negara 

Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 419 
2
 https://Brainly.co.id 



 38 

Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat 

yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang 

memaksa secara sah, lebih unggul dari kelompok atau 

individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. 

Ada juga pendapat lain yang yang menyatakan bahwa 

negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah 

oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan 

warganya untuk taat melalui kontrol kekuaaan. Sementara 

itu, bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki 

kesamaan kehendak, berada dalam satu wilayah, dan ada 

kehendak untuk membentuk pemerintahan. Oleh sebab 

itu, negara bangsa dapat dipahami sebagai suatu 

kelompok warga negara yang memiliki kesamaan cita-cita 

untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan 

mentaati peraturan perundang-undangan yang 

diberlakukan, termasuk didalamnya membangun 

hubungan antar negara dengan agama yang dianut oleh 

warganya dalam suatu wilayah.
3
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Relasi antara negara dan agama memiliki beberapa 

kecenderungan. Pertama, negara berdasar agama, pada 

negara ini terjadi bersatunya pemegang otoritas negara 

dan agama (waliyul amri kalifatullah sayyidin 

panatagama, caesaro papisme). Negara dan pemegang 

otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu. 

Pada model negara ini diwajibkan memeluk agama resmi 

negara dan kemungkinan lainnya waraga diberi kebebasan 

untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Kedua, 

agama sebagai spirit bernegara, pada model ini negara 

tidak secara formal menganut agama tertentu, namun 

nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara negara, 

dan terdapat jaminan terhadap warga negara untuk 

memeluk agarama tertentu dan beriadat berdasarkan 

keyakinan agama itu. Ketiga, negara sekuler, pada negara 

model ini terdapat pemisahan otoritas negara dan agama, 
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atau secara ekstrem negara tidak mengurus agama dan 

demikian agama tidak berkaitan dengan negara.
4
 

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, 

hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan 

ke dalam tiga bentuk, yakni integrated (penyatuan antara 

agama dan negara), intersectional (persinggungan antara 

agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara 

agama dan negara. Bentuk hubungan antara agama dan 

negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai 

dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan 

negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Religion 

adalah sebuah ideologi, dimana para pendukungnya 

dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme 

dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan 

mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama 

sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial. 

Pemisahan agama dan negara tersebut 

memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang 

                                                             
4
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pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang 

sudah ditinjau kembali. Menurut Peter L. Berger berarti 

“sebuah proses dimana sektor-sektor kehidupan dalam 

masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi 

lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan”.
5
 

Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marjinalisasi 

agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara 

lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang 

budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. 

Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme 

memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk 

pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara 

ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sementara 

di negara-negara Eropa selain Perancis penerapannya 

tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam 

urusan agama dalam  hal-hal tertentu masih sangat jelas, 

seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur 

                                                             
5
Lihat Gergely Rosta, “Secularization or Desecularization in 

the Work of Peter Berger Changing Religiosity of Europe”. Dalam 

http://www.crvp.org/book/Series07/26/chapter-14.htm. 
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nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara 

untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja dan 

sebagainya. Bahkan sebagaimana dikatakan Alfred Stepan 

kini masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap 

mengakui secara resmi lembaga gereja (established 

church) dalam kehidupan bernegara, seperti Inggris, 

Yunani dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, 

Denmark, Finlandia, dan Swedia).
6
 

Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks 

modernisasi politik di negara-negara berkembang, 

termasuk di negera-negara Muslim. Dalam kaitan dengan 

hal ini Donald Eugen Smith beberapa dekade lalu 

mengatakan, bahwa sebenarnya sekularisasi politik dan 

pelibatan agama dalam politik ini berjalan secara 

simultan. Namun menurut dia, sekularisasi ini betul-betul 

merupakan proses yang lebih mendasar, dan hal ini 

                                                             
6
Lihat Alfred Stepan, The World’s Religious System and 
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lambat laun akan melenyapkan fenomena partai politik 

dan ideologi keagamaan. Sekularisasi politik dalam hal-

hal tertentu dan tingkat tertentu memang terjadi di negara-

negara Muslim, seperti pembentukan lembaga-lembaga 

negara modern sebagai perwujudan sistem demokrasi 

yang menggantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan 

keagamaan, pembentukan partai-partai politik, 

penyelenggaraan pemilihan umum, dan sebagainya. 

Bahkan proses sekularisasi secara terbatas juga terjadi di 

negara-negara agama (religious states), yang 

mengintegrasikan agama dan negara seperti Arab Saudi 

dan Iran, dengan melegislasi aturan-aturan operasional 

tertentu yang awalnya berasal dari negara-negara Barat 

sekuler, seperti peraturan hukum tentang perdagangan 

internasional, imigrasi, dan sebagainya. 

Namun dalam kenyataannya, umat Islam tetap 

memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, meski negara itu telah melakukan 

modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan 
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proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari 

karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya 

merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang 

berisi standar etika moral dan norma-norma dalam 

kehidupan masyarakat dan negara. Islam tidak 

membedakan sepenuhnya antara hal-hal sakral dan 

profan, sehingga Muslim yang taat menolak pemisahan 

antara agama dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi 

yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak 

sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat 

dan negara. Bahkan adopsi sistem sekuler, seperti sistem 

demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, dalam 

banyak hal dilakukan dengan pemberian legitimasi 

keagamaan melalui ijtihad dan penyesuaian-penyesuaian 

tertentu. Tanpa legitimasi ini, ide-ide atau “sistem 

sekuler” itu tidak akan mendapat dukungan sepenuhnya 

dari warga yang mayoritas beragama Islam. Ijtihad ini 

merupakan bagian dari modernisasi pemahaman 

keagamaan (modernisme Islam) agar ajaran-ajaran Islam 
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tetap kompatibel dengan perkembangan masyarakat 

modern tanpa menyalahi ajaran-ajaran Islam yang bersifat 

mendasar dan absolut (qath’i). 

Menguatnya kembali orientasi keagamaan dan 

penolakan terhadap sekularisme telah menjadi fenomena 

di seluruh dunia Islam sejak akhir dasawarsa 1970-an, 

terutama karena semakin tingginya tingkat pendidikan 

umat Islam sehingga memunculkan pemahaman dan 

kesadaran mereka tentang karakteristik ajaran Islam yang 

memang tidak memisahkan antara agama dan negara. 

Bahkan sejak dasawarsa 1980-an, kebangkitan agama 

dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial cukup 

nampak di negara ini sebagai tandingan (counter) 

terhadap proses sekularisasi politik tersebut. 

Kecenderungan desekularisasi ini ternyata tidak hanya 

terjadi dunia Islam, tetapi juga di banyak negara di dunia, 

termasuk di Amerika Serikat, karena manusia tetap 

membutuhkan nilai-nilai spiritual, meski mereka hidup 

dalam masyarakat modern yang menjunjung rasionalitas. 
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Karena kenyataan itulah sosiolog terkemuka, Peter L. 

Berger pada akhir dasawarsa 1990-an menolak teori 

“secularization”, dan sebaliknya mengemukakan teori 

“desecularization of the world”. Hal ini terjadi karena 

dalam kenyataannya proses sekularisasi itu menimbulkan 

reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan tandingan 

sekularisasi yang kuat (poweful movements of counter-

secularization). Jadi teori ini merupakan revisi terhadap 

teorinya sendiri tentang sekularisasi yang dikemukakan 

pada akhir dasawarsa 1960-an. Hanya saja, perlu 

dibedakan antara desekularasi dalam konteks negara 

(politik) dan desekulariasi dalam kehidupan masyarakat. 

Di negara-negara Barat fenomena desekularisasi ini 

umumnya terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat, 

sementara negara masih tetap mendukung sekularisme, 

walaupun sebagian warga menuntut penghapusan 

sekularisme. 

Pengakuaan akan eksistensi agama dalam 

kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk 
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pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu 

dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma 

agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan 

publik, seperti legislasi hukum-hukum agama (Islam) 

tertentu menjadi hukum nasional. Di samping itu, negara 

juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan 

organisasi-organisasi massa yang berbasis agama. Hanya 

saja, kini terdapat perkembangan yang menarik dalam 

orientasi politik warga yang sekaligus menggabungkan 

antara proses sekularisasi dan desekularisasi. Di satu sisi, 

terjadi desekularisasi politik dengan munculnya kembali 

partai-partai agama (Islam) dan akomodasi nilai-nilai dan 

norma-norma agama dalam pengambilan kebijakan 

publik. Namun di sisi lain terjadi perubahan orientasi 

politik warga santri yang tidak otomatis mendukung 

partai-partai Islam tetapi justru banyak mendukung partai-

partai nasionalis.
7
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 Dari beberapa pendapat mengenai Sekularisme diatas, 

salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Mustafa Kemal 

Ataturk. Sesuai dengan namanya Ataturk adalah bapak Turki 

modern, yang sampai sekarang paling banyak pengikut 

pahamnya, “The Kemalist” tersebar di Turki dan bahkan negara 

lain. Kemal juga membawa perubahan besar bagi negara Turki. 

Perubahan-perubahan tersebut diikuti dengan penyesuaian 

melalui peraturan-peraturan yang Ia buat pada masa itu.
8
 

B. Mustafa Kemal dan Sekularisme 

Mustafa Kemal Ataturk dikenal sebagai peletak 

dasar sekularisme di Turki. Adapun Pembaharuan 

Kemalis dilaksanakan atas enam prinsip dasar yang 

menjadi filsafat politik dan dasar Republik Turki, keenam 

prinsip dasar, atau sering disebut “Nilai Kemalis” adalah: 

1. Republikanisme, bahwa Negara Turki modern 

menerapkan sistem demokrasi parlementer 

                                                             
8
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Politik di Negara Turki Modern, hlm 15. 
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yang dipimpin oleh seorang presiden, bukan 

kesultanan ataupun khilafah. 

2. Nasionalisme, tidak berdasarkan agama dan 

ras tetapi berdasarkan kewarganegaraan yang 

sama dan mengabdi kepada cita-cita nasional. 

3. Populisme, perlindungan hak asasi manusia 

dan kesetaraan dihadapan hukum.  

4. Etatisme, pemerintah berkuasa penuh dalam 

pengelolaan ekonomi dan berhak intervensi 

demi kepentingan rakyat. 

5. Sekularisme, menetapkan pemisahan Agama 

dan Negara. 

6. Revolusionalisme, menerima transformasi 

secara permanen. 

Dari keenam sila ini, sekularisme adalah yang 

paling berpengaruh. Peradaban, menurut Mustafa Kemal 

berarti peradaban Barat. Tema utama dari pandangannya 

tentang pemBaratan adalah bahwa Turki harus menjadi 

bangsa Barat dalam segala tingkah laku. Dari sini dapat 
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disimpulakan bahwa Kemal tidak menganggap Islam 

sebagai Peradaban. 

Anggapan Kemal tentang Barat sebagai satu-

satunya peradaban. Berakibat teradap munculnya 

kebijakan pemerintah mengnai larangan-larangan 

manggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian 

agama di tempat-tempat umum menganjurkan masyarakat 

Turki menggunakan pakaian sebagaimana orang-orang 

Barat berpakaian (berjas dan bertopi). Peraturan ini mulai 

efektif pada November 1924.
9
 

Dalam “sejarah dan kebudayaan Islam imperium 

Turki Usmani”, sekuler diartikan sebagai berikut, bahwa 

tidak ada campur tangan agama atau mazhab agama 

seseorang dalam bentuk apapun atau agama (Mazhab 

agama) seseorang itu tidak boleh menjadi perintang untuk 

memperoleh hak kemanusiaannya. Sedangkan sekularisasi 

menurut Muhammad Arkoun adalah sikap spirit dan 

                                                             
9
M. Arfan Muammar. Majukah Islam dengan menjadi 

Sekuer? (Kasus Turki). Ponorogo: Centre for Islamic and Occidenral 

Studies (CIOS), 2015. Hlm. 46-51. 
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merupakan kompetisi untuk menguasai kebenaran atau 

mencapai kebenaran. Menurut beliau adalah sikap 

terhadap pengetahuan yaitu sikap yang berupaya menjadi 

terbuka dan bebas sampai sejauh mungkin, atau sampai 

batas yang memungkinkannya tidak hanya syarat-syarat 

politis dan social, tetapi juga kemajuan metodelogi, 

pengetahuan dan teknik yang mendominasi dalam suatu 

masa dan tempat.
10

 

Sekulerisasi yang dijalankan oleh Mustafa Kemal 

tidak menghilangkan agama. Sekulerisasinya berpusat 

pada kekuasaan golongan ualama dalam soal negara dan 

dalam soal politik. Oleh karena itu, oleh karena itu, 

pembentukan Partai Islam, Partai Kristen, dan sebagainya. 

Yang terutama ditentangnya adalah ide negara Islam dan 

pembentukan negara Islam. Negara mesti dipisahkan dari 

agama. Institusi-institusi negara, sosial ekonomi, hukum, 

politik dan pendidikan harus dibebaskan dari kekuasaan 

                                                             
10

Siradjudin Abbas, 140 Masalah Agama, (Jakarta: Pustaka 

Tarbiya, 1983), Hlm. 34. 
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syariat. Negara dalam masa itu, menjamin kebebasan 

beragama bagi rakyat. 

Paham Sekulerisme dan Sekulerisasi yang 

dijalankan Mustafa Kemal mendapat tantangan keras dari 

golongan Islam, tatapi ia berhasil melumpuhkannya. 

Itulah pembaharuan yang telah dilakukan oleh Mustafa 

Kemal Pasya yang mewakili dari golongan nasionalis 

Turki.
11

 

Akan tetapi menurut Ahmad Syalaby pengertian 

sekuler yang lebih populer berbeda dengan pengertian 

sekuler diatas, karena pengertian sekuler yang lebih 

populer itu hampir sama dengan pengertian atheis. 

Pengertian sekuler yang populerlah yang digalakkan di 

Turki pada masa Mustafa Kemal. Berikut ini akan kami 

kemukakan beberapa peristiwa perubahan pada beberapa 

bidang dan kemasyarakatan yang ditempuh oleh Mustafa 

Kemal Ataturk (Bapak Turki) dalam sejarah Turki sesuai 

dengan program kelompok persekutuan dan kemajuan 
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Ahmad Syaukani, MA. Perkembangan Pemikiran Modern 

di Dunia Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 55. 
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(Al-Ijtihad wa at Faraqqi) yang telah mewarnai lembaran 

baru sejarah Turki. Perubahan-perubahan tersebut antara 

lain: 

1.      Menghapus jabatan khalifah dan jabatan Menteri 

Syari’at dan Waqaf. 

2.      Menghapus seluruh institusi keagamaan yang ada 

dalam pemerintahan 

3.      Menghapus artikel dalam UUD yang berbunyi 

bahwa “agama Islam adalah agama Negara”. 

4.      Menghapus Syariat Islam dan sebagai gantinya 

Syariat Aiqat (Hukum Adat) diberlakukan akan 

tetapi Syariat Aiqat juga kemudian diganti lagi 

dengan hukum positif model Swiss dan hukum 

pidana ala Itali. 

5.      Hari libur resmi mingguan dirubah dari hari Jum’at 

menjadi hari minggu, di samping mengganti 

kalender Hijaiyyah dengan kalender Miladi. 

6.      Dalam Hukum waris, beliau menyamakan bagian 

bagian laki-laki dan perempuan dan yang menjadi 
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ahli waris adalah hanya keluarga mayat saja (anak 

istri) lain tidak. 

7.      Jumlah Masjid dibatasi dan tidak dibenarkan luas 

halaman masjid lebih dari lima ratus meter. 

Kemudian para khatibnya pun yang diangkat oleh 

pemerintahan dikurangi hingga diseluruh wilayah 

Turki hanya tinggal tiga ratus saja. Yang sangat 

melukai perasaan umat Islam adalah tindakan 

menutup dua masjid raya yang ada di Istambul, yang 

pertama Mustafa Kemal hendak merubah masjid 

Abyah Sophia yang hendak dijadikan museum dan 

kedua menutup masjid raya Al faith yang hendak 

dijadikan gudang. 

8.      Mustafa Kemal melarang poligami, sesuai dengan 

hukum model scoiss walaupun dalam prakteknya 

ada sedikit perubahan yaitu bagi mereka yang 

dianggap kaya dan mampu masih tetap 

diperbolehkan. 
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9.      Tidak memperkenankan masyarakat umum 

memakai jilbab dan cadar kecuali para agamawan 

dan sebagai gantinya masyarakat memakai baju dan 

topi ala Barat. Kemudian pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang yang mewajibkan warga negara 

Turki memakai marga dibelakang namanya yang 

tidak dikenal dikalangan masyarakat Turki 

sebelumnya. Kemudian pemerintah melarang 

mengadakan kegiatan spiritual yang bisa dilakukan 

pengikut tarekat dan menutup tempat-tempat 

tersebut. Pemerintah dengan kejam menindak siapa 

saja yang coba-coba mengkritik kebijaksanaannya, 

dalam masalah-masalah agama. Para wanita Turki 

seperti prianya diperbolehkan bekerja. 

10.  Mengganti huruf Arab dengan huruf Latin. Disetiap 

kota dan desa didirikan sekolah-sekolah untuk 

mengajarkan huruf latin (yang telah diresmikan, 

menjadi huruf nasional). Percetakan-percetakan 
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dilarang menerbitkan buku-buku yang berbahasa 

Turki yang menggunakan huruf Arab. 

Sekulerisasi yang dijalankan oleh Mustafa Kemal 

tidak serta merta menghilangkan agama dari rakyat Turki, 

namun hanya melakukan pembatasan kekuasaan golongan 

ulama dalam soal negara dan politik.
12

 Oleh karena itu, 

pembentukan partai yang berdasarkan agama dilarang, 

institusi-institusi negara, sosial, ekonomi, hukum, politik, 

dan pendidikan harus dibebaskan dari kekuasaan syari’ah. 

Menurut Mustafa Kemal, sekulerisme bukan saja 

memisahkan masalah bernegara (legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif) dari pengaruh agama melainkan juga 

membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki 

sebagai suatu bangsa, karena menurut beliau bahwa 

indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada 

keseluruhannya, bukan secara parsial. Peradaban Barat 

dapat mengalahkan peradaban-peradaban lain bukan 

                                                             
12

Harun Nasution. Pembaharuan Dalam Islam Sejarah 

Pemikiran Dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 2011. Cet XIV, hal 

145 
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hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologinya, tetapi karena keseluruhan unsurnya. Dan 

sekulerisasilah yang menimbulkan peradaban yang tinggi 

itu. Sehingga, Mustafa Kemal berpendapat jika rakyat 

Turki ingin mempunyai peradaban tinggi harus 

melakukan sekulerisasi. 

Situasi pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa 

Kemal, memang tidak berubah sepenuhnya kearah yang 

amat modern sebagaimana yang dikehendakinya. 

Terutama dalam hal sekularisasi yang diproyeksikannya. 

Dalam banyak hal semasa ia berkuasa, nampak 

dipermukaan bahwa pembaharuan berjalan amat lancar, 

walaupun ada tantangan dari golongan Islam Tradisional, 

namun tantangan itu tidak mempunyai arti yang besar. 

Tetapi setelah mustafa kemal wafat, program sekularisasi 

yang memang belum sepenuhnya kuat itu lambat laun 

kian menurun pamornya.
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